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ABSTRACT

Application of Article 285 of the Criminal Code by the judges in the criminal case No. 542 / Pid.B / 2002 / PN.Tgr is right, but the length of the sentence imposed by the judges regardless of the things that burden and lighten the punishment meted out to the perpetrators of the criminal act of rape. In connection with the criminal case who was sentenced for 3 years and 6 months, the authors argue that the punishment is very light.

Attitude toward law enforcement criminal acts in violation of Article 285 of the Criminal Code is essentially active, because the criminal act regulated and Article 285 of the Criminal Code are punishable offenses relative complaint. The legal process in this case does not have to wait for a complaint. Although no complaints enough with the information or reports, law enforcement will act and process in accordance with applicable law. In this event the complaint is not intended demanding events, but to prosecute those who perform acts of violence or threats of violence to force a woman sleeps with him outside of marriage.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah  satu asas dalam pembangunan nasional adalah suatu asas kesadaran yaitu bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum dan kewajiban untuk menegaskan dan menjamin kepastian hukum. Sebagai arah dan kebijaksanaan umum dari pembangunan di bidang hukum, telah digariskan bahwa perlu ditingkatkan suatu usaha memelihara ketertiban hukum yang berkeadilan dan mampu mengayomi masyarakat sebagai salah satu syarat bagi terciptanya nasional yang mantap. Usaha ini akan lebih mendorong lajunya pembangunan di negara kita.

Sejalan dengan lajunya pembangunan atau perkembangan teknologi dan pertumbuhan penduduk di Indonesia dewasa ini semakin terasa dari tahun ke tahun, bahkan masalah tersebut dapat mempengaruhi dalam bidang lainnya.Perkembangan yang maju pesat dewasa ini dapat membuat seseorang tak kendali, tersebut melanggar aturan hukum dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran, khususnya kesadaran di bidang hukum.

Dalam era globalisasi, kita harus mempunyai filter sebagai alat untuk menyaring hal-hal yang perlu kita waspadai khususnya pengaruh-pengaruh yang datang dari luar atau dari barat yang akn membawa dampak negatif dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu perlu filter yang berguna untuk menyaring mana yang harus kita terima dan mana yang harus kita tolak. 

Di negara kita telah mempunyai suatu peraturan atau ketentuan hukum yang terkadang tidak mampu membendung pengaruh negatif, hal ini karena kurangnya kesadaran di bidang hukum atau bisa juga terjadi karena sanksi yang diterapkan terhadap pelanggar terlalu ringan sehingga tidak membuat seorang pelanggar menjadi jera sehingga tidak mustahil seseorang akan mengulangi kembali perbuatannya. Sebagai salah satu contoh yang kebetulan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini ialah mengenai Tinjauan hukum terhadap penerapan pasal 285 KUHP oleh hakim pengadilan negeri kalau kita amati sanksi yang terdapat dalam pasal KUHP tersebut terlalu ringan sehingga tidak membuat seorang tersangka atau terdakwa menjadi jera, bahkan lebih cenderung akan melakukan kembali dan inilah harus dicari jalan keluarnya sebagai antisipasi perbuatan pidana khususnya perbuatan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar pernikahan.
Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat Judul “PROBLEMATIKA DALAM  PENERAPAN PASAL 285 KUHP DAN LAMANYA HUKUMAN YANG DIJATUHKAN TERHADAP SUBYEK HUKUM PELAKU”.Disamping itu pula penulis ingin mengetahui bagaimana Problematika dalam penerapan pasal 285 KUHP dan lamanya hukum yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan bagaimana pula sikap penegak hukum terhadap perbuatan pidana melanggar Pasal 285 KUHP.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Problematika Dalam Penerapan Pasal 285 KUHP dan Lamanya Hukuman Yang Dijatuhkan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak pengadilan negeri dengan mengambil contoh Perkara  yang telah diputus dan  telah mempunyai kekuatan hukum tetap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam menangani perkara pidana No. 542/Pid.B/2011/PN.Smda, sehubungan dengan penerapannya terhadap Pasal 285 KUHP tidak lain Majelis Hakim memperhatikan unsur-unsurnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 285 KUHP. Disamping itu pula, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan saksi korban (Ping binti Ding Lahai) dalam hubungan dengan terdakwa dan persesuainya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diketemukan fakta-fakta.6)
Berdasarkan fakta-fakta selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 285 KUHP.

Bahwa berdasarkan Pasal 285 KUHP unsur-unsur sebagai berikut :

a. Barang siapa, yang dalam hal ini adalah terdakwa;

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.

Berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan, terdakwa telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, perbuatan terdakwa tersebut jelas melanggar pasal 285 KUHP. Dalam hal ini perbuatan terdakwa telah terungkap dalam persidangan, terbukti secara sah dan meyakinkan dengan terpenuhi unsur sebagaimana tercantum pada pasal 285 KUHP. Untuk itu penulis berpendapat bahwa penerapan pasal 285 KUHP sudah tepat, akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlepas dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. 

Melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan sebagaimana diatur dan diancam pasal 285 KUHP, dengan hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, menurut penulis lamanya hukuman tersebut teramat ringan. Seharusnya hukuman yang dijatuhkan harus diperberat, karena perbuatan tersebut telah menghancurkan masa depan wanita yang menjadi korban pemerkosaan dan wanita tersebut akan menjadi trauma dalam hidupnya. Kalau hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, maka akan membawa kesan betapa lemahnya hukum kita dan sekaligus terjadi pelecehan terhadap norma hukum yang berlaku.

B. Sikap Penegak Hukum Terhadap Perbuatan Pidana Melanggar Pasal 285 KUHP

Sikap penegak hukum terhadap perbuatan pidana melanggar pasal 285 KUHP pada dasarnya seharusnya aktif  oleh karena perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP merupakan delik relative dan bukan  delik aduan, namun faktanya  sikap penegak hukum dalam hal ini pasif , berarti penegak nhukum dalam kasus ini telah melanggar hukum acara yang bersifat aktip.  Walaupun tidak ada pengaduan penuntutan hanya ada laporan atau informasi tentang adanya perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, maka penegak hukum melihat adanya perbuatan semacam ini tetap harus  memproses secara hukum terhadap pelaku perbuatan tersebut yang dalam hal ini perbuatan pemerkosaan sebagaimana dikutip dalam petikan putusan perkara pidana No. 542/Pid.B/2011/PN.Smda. yang proses hukumnya tidak harus adanya suatu pengaduan. Tanpa adanya suatu pengaduan kasus tersebut tetap harus  dituntut secara hukum pidana yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya karena perbuatan pemerkosaan sebagaimana telah disebutkan di atas, ini merupakan suatu kejahatan yang perlu ditindak dengan tegas. Kejahatan ini adalah delik aduan relatif, delik ini yang biasanya bukan merupakan delik aduan akan tetapi apabila dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam pasal 367 KUHP berubah menjadi delik aduan.

Ada beberapa perbuatan pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari yang kena perbuatan pidan. Perbuatan pidana semacam itu disebut delik aduan.

Delik aduan ada dua jenis, yakni delik aduan absolut (mutlak) dan delik aduan relatif (tidak tetap), sebagai berikut :

a. delik aduan absolut, ialah delik yang senantiasa hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti yang tersebut dalam pasal-pasal : 284, 287, 293, 310, 332, 322, 369 dan 378 KUHP. Dalam hal ini pengaduan diperuntukkan menuntut peristiwanya, sehingga pengaduannya harus disusun : “Saya minta agar peristiwa ini dituntut”. Karena yang dituntut itu adalah peristiwanya, maka dengan sendirinya semua orang yang terlibat dalam peristiwa itu harus dituntut. Sesuai dengan jenisnya, yakni delik aduan absolut, delik aduan ini tidak dapat dibelah. Seorang suami yang mengadakan peristiwa perzinahan (Pasal 284 KUHP) yang dilakukan oleh istrinya. Ia tidak dapat menghendaki agar pria yang berzinah dengan istrinya saja yang dituntut, sedang istrinya dibebaskan dari tuntutan.

b. Delik aduan relatif, ialah delik yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi akan apabila dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam pasal 387 KUHP, berubah menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal 294, 367, 370, 376, 394, 404 dan 411 KUHP. Dalam peristiwa ini pengaduan tidak diperuntukkan menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu.

Adapun mengenai perbuatan pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP adalah merupakan perbuatan yang termasuk dalam delik aduan relatif.

Dalam peristiwa pengaduan tidak diperuntukkan menuntut peristiwanya, akan tetapi menuntut orangnya yang melakukan perbuatan pemerkosaan itu. Perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang harus dihindari/dijauhi, karena dapat merusak moral dan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan pasal 285 KUHP oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana No. 542/Pid.B/2011/PN.Smda sudah tepat, akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlepas dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan pidana pemerkosaan. Sehubungan dengan perkara pidana tersebut yang dijatuhi hukuman selama 3 tahun 6 bulan, penulis berpendapat hukuman tersebut sangat ringan.

2. Sikap penegak hukum terhadap perbuatan pidana melanggar pasal 285 KUHP pada seharusnya  aktif,  namun faktanya sikap penegak hukum sepertinya  kurang aktif, hal inilah penulis berpendapat sikap penegakn hukum  telah melanggar asas acara pidana yang bersifat aktif, karena perbuatan pidana yang diatur dan diancam pasal 285 KUHP merupakan delik aduan relatif. Proses hukum dalam perkara ini tidak harus menunggu adanya pengaduan. Walaupun tidak ada pengaduan cukup dengan adanya informasi atau laporan, penegak hukum akan bertindak dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam peristiwa ini pengaduan tidak diperuntukkan menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.
B. Saran-saran

Untuk memenuhi apa yang menjadi pembahasan dari skripsi ini, maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Belum seluruhnya anggota masyarakat memahami atau mengerti tentang adanya sanksi terhadap perbuatan pemerkosaan, bahkan ada yang berpendapat bahwa apabila dilakukan suka sama suka tidak ada sanksinya, hal ini sungguh sangat memprihatinkan. Untuk itu seyogyanya bagi para penegak hukum agar tidak bosan-bosan mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, bila perlu mengadakan toer penegakan hukum ke daerah-daerah yang masih dianggap terbelakang dalam jangkauan hukum.

2. Teramat ringannya sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, hal tersebut tidak membuat orang mejadi takut terhadap perbuatan tersebut. Padahal perbuatan tersebut telah menghancurkan masa depan anak yang menjadi korban dan telah merusak moral, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 285 KUHP agar diperberat.
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